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ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya penguasaan secara sepihak harta waris
oleh salah satu ahli waris yang tidak ingin melakukan pembagian harta waris dengan ahli
waris lainnya Adapun tujuan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini mengenai dasar
pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris Islam dan
membahas tentang kendala yang dihadapi dalam melakukan penetapan dan pembagian
harta ahli waris berdasarkan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach),
Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), serta Pendekatan Kasus (Case Approach).
Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa dasar dari pertimbangan Hakim
adalah berdasarkan Q.S An-nisa ayat 11 dan 12, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-
Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta alat bukti surat dan keterangan saksi. Kendala yang
dihadapi dalam melakukan penetapan dan pembagian harta ahli waris Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Nomor: 161/K/Ag/2022 adalah konflik yang timbul antar sesama ahli
waris yang masih merupoken saudace, ahli waris yang menghalang-halangi pada saat
penetapan dan pembagian harta waris, serta penguasaan secara sepihak harta waris oleh
ahli waris (tergugat).

Kata Kunci: Ahli Waris, Hukum Islam, Pembagian Harta Waris, Pertimbangan
Hakim
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar belakang

Setiap manusia mengalami peristiwa kelahiran dan kematian. Peristiwa
kelahiran seseorang tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya
hubungan hukum dengan masyarakat dan timbulnya hak dan kewajiban pada
dirinya. Demikian pula, akan menimbulkan akibat hukum bagi orang lain, terutama
pada pihak keluarga dan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan dengan
orang tersebut semasa ia hidup, termasuk hubungan dengan hartanya. Adapun yang
menyangkut harta dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang
masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak

penerimanya.t

Proses peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal diatur oleh
Hukum Waris. Hukum Waris merupakan salah satu dari bagian hukum perdata
secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.
Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia,
sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang bernama
kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa

hukum kematian seseorang, diantaranya ialah bagaimana pengurusan dan

! Ellyne Dwi Poespasari, dkk, Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia, Jakarta: Kencana,
2020, him. 151



kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia

tersebut.?

Pengertian waris dalam Islam merupakan aturan yang mengatur pengalihan
harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini
menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli
waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal

dimaksud.®

Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu “sejumlah harta
benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya,
harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah segala hak,
“setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-
pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”.* Pembahasan
mengenai hukum waris dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ‘l1lm al-faraid,
bentuk plural bagi kata al-faridah yang artinya “bagian yang ditentukan kadarnya”.®

Kata e (faraidh) adalah jamak dari kata e , yang diambil dari kata 7

yang artinya ketentuan atau ketetapan. Pengertian ini diambil dari Q.S. an-

Nisa/4:11 berikut :

2 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW,
Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, him. 1

8 Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him.
33

4 Eman Suparman, Op. Cit. him. 13

5> Darmawan, Hukum Kewarisan Islam, Surabaya: Imtiyaz, 2018, him. 1



Artinya :

“Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah

ketetapan dari Allah .

Berdasarkan segi bahasa, -~ # berarti beberapa bagian tertentu. Dengan
demikian IImu Faraidh adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang bagian-bagian
tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’ yakni Al-Qur‘an dan Hadis. Fard dalam

istilah syara’ adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris seperti =

(1/2), & (1/4), dan sebagainya. Dengan pengertian ini pula dapat istilah faraidh

sama halnya dengan istilah mawaris.®

Hukum Waris dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di
Indonesia, tidaklah terlepas dari terbentuknya Kompilasi Hukum Islam yang isinya
memuat tentang sebagian kecil dari Hukum Islam. Terbentuknya Kompilasi Hukum
Islam ialah wujud implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Instruksi tersebut
ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun
1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1991. Mengenai hal kewarisan, Kompilasi Hukum Islam telah mengaturnya dalam
Buku Il Hukum Kewarisan. Adapun menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum

Islam memuat tentang pengertian Hukum Waris, yang dimana Hukum Kewarisan

6 Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan Islam, Makassar: Alauddin University Press, 2013,
him. 2



adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli

waris dan berapa bagiannya masing-masing.’

Hukum waris Islam mengatur mengenai sesuatu yang ditinggalkan oleh
pewaris. Sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut dalam Hukum Islam
disebut Tirkah. Tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta
benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian setiap
sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal menurut istilah Jumhur
Fugaha dikatakan sebagai “tirkah”, baik yang meninggal itu mempunyai utang-
piutang, yang aeniyah atau syahsyiah. Utang-piutang aeniyah ialah utang-piutang
yang mempunyai hubungan dengan harta benda, seperti gadai, dan segala sesuatu
yang berhubungan dengan barang yang digadaikan. Adapun utang-piutang
syahsyiah ialah yang ada kaitannya dengan kreditur, seperti Qiradh, Mahar, dan

lain-lain.®

Kompilasi Hukum Islam sendiri telah memberikan definisi terkait harta
peninggalan, yang terdapat dalam Pasal 171 huruf (d) yang menjelaskan bahwa
harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa
benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Untuk harta waris sendiri,
dalam Pasal 171 huruf (e) mendefinisikan harta waris sebagai harta bawaan

ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris

" Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap, Bandung: CV Nuansa
Aulia, 2020, him. 50

8 Beni Ahmad Saebani, dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandung:
CV Pustaka Setia, 2011, him. 170



selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran

hutang dan pemberian untuk kerabat.’

Pembagian warisan secara Islam didasarkan pada ilmu faraidh tentang
pembagian harta warisan. Pembagian warisan dilakukan secara berhati-hati dan adil
berdasarkan petunjuk Al-Quran.’® Pembagian harta waris merupakan hal yang
penting sehingga proses penentuan hak waris kepada masing-masing ahli waris
yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian harta warisan sesuai dengan bagian
yang telah ditentukan secara syara'. Al-Quran pada dasarnya telah mengatur
mengenai pembagian harta waris kepada ahli waris, baik itu golongan dan besaran
yang akan diterima oleh ahli waris. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam yang
juga memberikan pengaturan mengenai golongan ahli waris dan besaran dari bagian

harta waris yang akan diterima oleh ahli waris.

Pembagian waris dalam Hukum Islam, terdapat tingkatan-tingkatan yang ada
di dalam warisan. Adapun tingkatan-tingkatannya ialah Ashabul Furudh, Ashabul
Nasabiah, dan Dzawil Arham. Ashabul Furudh merupakan golongan yang pertama
yang diberikan harta warisan, mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan
bagian-bagiannya dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma’; Ashabul Nasabiah ialah
kerabat (nasab) pewaris yang menerima sisa harta warisan yang telah dibagikan,
apabila ketika pewarisnya tidak ada, ia berhak mengambil seluruhnya;!* Dzawil

Arham ialah golongan kerabat yang tidak termasuk dalam golongan pertama

® Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op.Cit. him. 51.

10 Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, Pengantar Hukum Waris, Yogyakarta: Pustaka Baru
Press, 2021, him. 56.

11 Taroman Pasyah, Pengantar Hukum Keluarga Dalam Islam Di Indonesia, Palembang:
CV. Amanah, 2022, him. 134



maupun golongan kedua. Adapun lafadz dzawil arham yang dimaksud dalam istilah
fugaha adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian atau hak waris
tertentu, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadits dan bukan pula termasuk dari

para ashabah.!2

Ahli waris Ashabul Furudh merupakan ahli waris yang telah ditentukan

dalam Al-Quran, yang terdiri dari enam (6) macam bagian, yaitu :

1) Ashabul Furudh yang mendapat setengah (*/2)
Merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan setengah dari harta waris
peninggalan pewaris yang terdiri dari lima golongan, yaitu satu golongan
laki-laki dan empat golongan perempuan. Kelima golongan tersebut ialah:
a. Suami
b. Anak perempuan
¢. Cucu perempuan dari anak laki-laki
d. Saudara kandung perempuan
e. Saudara perempuan seayah.™
2) Ashabul Furudh yang mendapat seperempat (¥s)

lalah ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta
peninggalan, yang hanya ada dua, yaitu :

a. Suami

b. Istrit*

12 1bid., him. 138
3 1bid., him. 142
% 1bid., him. 143



3) Ashabul Furudh yang mendapat seperdelapan (Y/s)
Merupakan ahli waris yang berhak mendapat seperdelapan dari harta
peninggalan, ialah istri.®
4) Ashabul Furudh yang mendapat dua pertiga (%/3)
Adalah ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga dari harta
peninggalan pewaris yang semuanya terdiri dari wanita, yaitu :
a. Dua anak perempuan (kandung) atau lebih
b. Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih
c¢. Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih
d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.®
5) Ashabul Furudh yang mendapat sepertiga (V's)
Adapun ashabul furudh yang mendapatkan sepertiga bagian dari warisan
ada dua, yaitu:
a. lbu
b. Dua saudara, baik laki-laki ataupun perempuan yang seibu atau
lebih.
6) Ashabul Furudh yang mendapat seperenam (*/s)
Ashabul furudh yang mendapatkan bagian seperenam dari harta warisan
ada tujuh orang, yaitu :
a. Ayah

b. Kakek

13 1bid.
% 1bid., him. 144
7 1bid., him. 145



c. lbu

d. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki
e. Saudara perempuan seayah

f. Nenek

g. Saudara laki-laki dan perempuan seibu'®

Pada dasarnya mengenai penentuan besaran dan pembagian harta waris telah
diatur oleh Al-Quran juga di dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur
mengenai besarnya bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris. Pasal 188
Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “para ahli waris baik secara bersama-
sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lain untuk
melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak
menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan

melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”.°

Berdasarkan uraian di atas, mengenai pembagian harta warisan untuk
dibagikan oleh ahli waris telah ditentukan oleh Al-Quran dan juga Kompilasi
Hukum Islam, akan tetapi senyatanya banyak masyarakat yang tidak mengikuti
ketentuan mengenai besaran pembagian harta warisan yang telah ditentukan oleh
Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam tersebut. Akibat dari tidak mengikuti
ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan
Kompilasi Hukum Islam banyak timbulnya konflik diantara ahli waris mengenai

pembagian harta warisan, karena ahli waris berlomba-lomba untuk mendapatkan

18 |hid.
19 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op. Cit., hlm. 55



bagian yang paling banyak untuk mereka sendiri. Maka dari itu, konflik yang timbul
haruslah diselesaikan dan cara penyelesaiannya dapat berupa mengajukan gugatan

ke Pengadilan Agama.

Penyelesaian sengketa yang timbul akibat harta waris, umat Islam di
Indonesia dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama, yang berwenang
untuk memutus perkara yang dihadapi umat Islam. Pada Pasal 49 UU Nomor 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa perkara kewarisan bagi
umat Islam di Indonesia, penyelesaiannya menjadi kewenangan Peradilan Agama.
Peradilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan waris menggunakan hukum
Islam atau disebut juga dengan hukum kewarisan Islam atau Faraid. Dalam bidang
kewarisan ada beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan melalui Peradilan
Agama yang diantaranya ialah : Penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
Penentuan mengenai harta peninggalan; Penentuan bagian masing-masing ahli

waris.?

Perkara mengenai penguasaan harta waris yang terjadi diantara ahli waris
merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan. Akibat dari penguasaan harta
waris diantara ahli waris tersebut tentu menimbulkan konflik mengenai warisan.
Sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 161/K/Ag/2022 merupakan putusan
yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai penetapan harta waris yang
belum dibagi serta penetapan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris. H.

Muhammad Nasir dan Hj. Djuriah telah melangsungkan perkawinan dengan

20 Taroman Pasyah, Op. Cit., him. 134
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dikaruniai 9 orang anak, yang terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak
perempuan. Pada 17 Mei 2011 H. Muhammad Nasir telah meninggal dunia, dan
pada 7 oktober 2015 istri H. Muhammad Nasir yang bernama Hj. Djuriah
meninggal dunia. Hj. Djuriah sebagai pewaris telah meninggalkan harta warisan
berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen seluas kurang lebih 566,40
m2 (lima ratus enam puluh enam koma empat puluh meter persegi) yang terletak di
JI. Karya Darma 1 No. 10. Harta peninggalan dari Hj. Djuriah yang berupa sebidang
tanah dan bangunan rumah permanen tersebut saat ini ditempati oleh kedua orang
anaknya yang bernama Rosmiaty dan Nuraida beserta suami dan anak mereka.
Dalam putusan ini, Hj. Djuriah selaku pewaris telah menyatakan akan membuat
akta jual beli mengatasnamakan empat orang anaknya, yaitu dua orang anak laki-
laki dan dua orang anak perempuan, akan tetapi pada saat pembuatan akta jual beli
yang hadir hanyalah kedua orang anak perempuan. Hj. Djuriah selaku pewaris telah
menyatakan bahwa pemakaian nama anak-anaknya dalam akta jual beli sebidang
tanah dan rumah permanen tersebut hanya untuk memudahkan proses administrasi
saja, dan sampai pewaris meninggal, pewaris menyerahkan dan membagikan hak
kepemilikan sebidang tanah dan rumah permanen yang saat ini sebagai objek
sengketa kepada anak-anaknya, sehingga objek sengketa tersebut dapat dianggap

sebagai harta peninggalan dari pewaris.

Adapun tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, Rosmiaty yang dalam
putusan ini sebagai tergugat | dan secara melawan hukum, telah mengalihkan
haknya kepada Nuraida selaku tergugat 11 atas sebidang tanah dan rumah permanen

dengan didasarkan Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi yang dibuat
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dihadapan Notaris. Bahwa sepengetahuan para penggugat selama pewaris masih
hidup, pewaris tidak pernah menyatakan objek sengketa tersebut menjadi hak milik
tergugat | dan |1, serta pewaris telah menyampaikan bahwa objek sengketa tersebut
merupakan rumah induk dan keturunan-keturunan dari pewaris berhak untuk
tinggal dan menempati objek sengketa, dan saat hal tersebut disampaikan oleh
pewaris, tergugat | dan Il tidak mengajukan keberatan atau protes terhadap

pernyataan pewaris.

Harta peninggalan pewaris yang merupakan sebidang tanah dan bangunan
rumah permanen tersebut diketahui belum dilakukan pembagian kepada ahli waris
lain yang berhak atas sebidang tanah dan bangunan rumah permanen tersebut.
Dalam putusan pembagian harta waris ini, Hakim menetapkan para ahli waris yang
sah dari Hj. Djuair selaku pewaris, dan menetapkan bahwa sebidang tanah dan
bangunan rumah permanen merupakan harta peninggalan dari pewaris, serta Hakim

telah menetapkan bagian masing-masing harta waris kepada para ahli waris lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, perlu untuk dibahas secara ilmiah dalam bentuk
skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara
Pembagian Harta Waris Islam (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah

Agung Nomor: 161/K/Ag/2022).
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan

dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus
perkara warisan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor:
161/K/Ag/2022?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penetapan dan
pembagian harta ahli waris dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Nomor: 161/K/Ag/2022?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam
memutus perkara warisan dalam Putusan No. 161/K/Ag/2022.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan penetapan dan
pembagian harta ahli waris dalam Putusan No. 161/K/Ag/2022.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat

baik secara teoretis maupun praktis dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi
masyarakat mengenai pembagian harta waris yang telah diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam sedangkan bagi bidang akademik diharapkan agar
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dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta bahan ilmu pengetahuan untuk
menambah wawasan dalam ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis

a. Terhadap Masyarakat
Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini agar
masyarakat dapat mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum oleh
hakim dalam memberikan putusan terhadap harta waris yang belum dibagi
dan kendala yang ada dalam melakukan pembagian harta waris secara
Hukum Islam.

b. Terhadap Ahli Waris
Adapun bagi ahli waris agar mendapat keadilan dan kepastian hukum
dalam pembagian harta waris secara Hukum Islam dan agar dapat
memberikan pemahaman kepada ahli waris bagaimana untuk
menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari penguasaan harta waris
secara sepihak oleh salah satu ahli waris dan mengetahui pembagian harta
waris secara Hukum Islam.

c. Terhadap Penulis
Bagi penulis manfaat praktis dari penelitian dan penulisan skripsi ini agar
dapat menambah wawasan dan sumber kepustakaan terkhususnya dalam
kepustakaan Hukum dan Hukum Islam yang membahas perihal tentang

kewarisan.
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E. Kerangka Teori

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan teori-teori sebagai landasan
untuk menjawab permasalahan, yang dimana teori-teori tersebut ialah sebagai

berikut :

1. Teori Keadilan Islam

Keadilan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif jelaslah berbeda.
Pengertian adil dalam Al-Qur’an disebut dengan dua kata, yang pertama adl
dan kedua ialah gist. Keadilan dalam konteks Al-Qur’an tidak lepas dari
moralitas. Realisasi keadilan, pertama-tama berpedoman kepada wahyu Ilahi.
Allah sebagai yang maha adil, memerintahkan manusia bersikap adil, baik
terhadap diri sendiri maupun orang lain, keadilan merupakan sendi pergaulan
sosial yang paling fundamental. Apabila keadilan dilanggar, sendi-sendi
masyarakat akan goyah.?

Kata adil berasal dari lafal al-‘adlu. Dalam Al-Qur’an lafal al-‘adlu
disebutkan lebih dari 28 kali. kata ini mempunyai makna dasar keadaan lurus,
baik dalam kalimat berita maupun bentuk kalimat perintah. la disebut lurus
karena secara khusus, kata itu berkonotasi penetapan hukum yang benar. Kata
al-‘adlu itu dikemukakan dalam konteks dan arah yang berbeda sehingga
akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan

tujuannya. Pada Al-Qur’an terdapat juga kata gist yang pada dasarnya juga

21 panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi), Jakarta: Sinar Grafika,
2019, him. 156-157.



15

berarti keadilan, yakni secara proposional mendapat saham. Ini berarti bentuk
keadilan bagi al-qgist adalah berupa kegiatannya.

Kata gist mempunyai perbedaan dengan kata al-‘ad/. Pada Surah Al-
Maidah Ayat ke-8 sifatnya ialah imma-terial, sedangkan kata al-gist dalam
surah Al-Nisa Ayat ke-3 sifatnya ialah material. Dari itu, perbedaan al- ‘adl
dan al-qgist dilihat dari segi penerapannya adalah al-‘ad! bersifat aktif
sedangkan al-qist bersifat pasif. Menurut Al-Maraghi, keadilan adalah
memberikan hak kepada yang berhak secara tepat. Oleh Abd. Muin Salim
pandapat ini dinilai bukan pada segi persamaan hak melainkan tekanannya
pada terpenuhinya hak-hak sebagai milik seseorang 2

Penulis menggunakan teori Keadilan Islam ini adalah sebagai sarana
dan alat untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam
melakukan penetapan dan pembagian harta ahli waris berdasarkan Hukum
Islam.

. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim ialah sebagai salah satu aspek penting bagi
mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang terkandung nilai-nilai
keadilan dan juga terkandung kepastian hukum, disamping hal tersebut juga
mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga suatu
pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan baik, cermat, dan teliti.

Apabila suatu pertimbangan hakim tidak baik, cermat, serta teliti, maka

22 Darmawan, Op. Cit., him. 58-59
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putusan hakim yang asalnya dari pertimbangan hakim tersebut dapat
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.?

Hakim ketika melakukan pemeriksaan sebuah perkara tentu harus
memerlukan adanya suatu pembuktian, hal ini dikarenakan hasil dari sebuah
pembuktian akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus
sebuah perkara. Pembuktian ialah sebuah tahap yang wajib dan penting dalam
pemeriksaan di sebuah persidangan. Pembuktian mempunyai tujuan untuk
mendapatkan suatu kepastian bahwa sebuah peristiwa yang diajukan memang
benar terjadi, dengan tujuan mendapat putusan hakim yang benar dan adil.
Hakim belum dapat menjatuhkan sebuah putusan sebelum dianggap nyata
olehnya bahwa suatu peristiwva memang benar terjadi, yakni dibuktikan
kebenarannya, sehingga terlihat adanya suatu hubungan hukum diantara para
pihak.2*

Penulis dalam menggunakan teori Pertimbangan Hakim adalah sebagai
sarana dan alat untuk menganalisis tentang dasar-dasar yang menjadi
pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memutus perkara warisan secara

Hukum Islam.

23 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004, him. 140.
24 |bid., him. 141
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3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,
terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan
kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman
perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan
dari hukum. Radbruch berpendapat bahwa, kepastian hukum dimaknai
dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus
ditaati. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan
untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum
merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma
hukum tertulis.

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang
dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum
merupakan sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak
menurut hukum dapat memperoleh hak-haknya serta putusan dapat
dilaksanakan. Kepastian hukum ialah sebagai perlindungan yang yustisiable
terhadap tindakan sewenang-wenang artinya seseorang akan memperoleh
sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.?®

Penulis dalam menggunakan teori Kepastian Hukum adalah sebagai
sarana dan alat untuk menganalisis tentang dasar-dasar yang menjadi

pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memutus perkara warisan pada

25 Siti Halilah, dan Mhd. Fakhrurrahman Ari, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para
Ahli”, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4, Il, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, Tahun 2021, him. 61
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putusan kasasi Mahkamah Agung nomor: 161/K/Ag/2022 serta kendala-
kendala yang dihadapi dalam melakukan penetapan dan pembagian harta ahli
waris berdasarkan Hukum Islam.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membahas tentang
dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memutus
perkara warisan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penetapan

dan pembagian harta ahli waris berdasarkan Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini ialah
penelitian hukum normatif yang dapat disebut juga penelitian hukum
kepustakaan. Penelitian hukum normatif yang digunakan sebagai penulisan
skripsi ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang
sumber datanya berasal dari data sekunder. Adapun data sekunder pada
penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer; bahan hukum
sekunder; serta bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian
akan disusun secara sistematis yang kemudian akan dikaji untuk dapat ditariknya
suatu kesimpulan terhadap hal yang diperoleh selama dilakukannya proses

pembelajaran terhadap bahan-bahan kepustakaan.



19

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini sebagai

berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui menelaah dan
menganalisis seluruh undang-undang serta regulasi yang ada kaitannya
dengan isu hukum yang sedang ditangani.?® Pada penelitian ini, penulis
menggunakan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam.

. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan agar dapat
memahami konsep-konsep yang terdapat dalam hal pembagian warisan
yang diperoleh dari kedudukan ahli waris. Pendekatan konseptual ini
dilakukan melalui pemahaman dari pandangan-pandangan dan doktrin-
dotrin yang ada pada ilmu hukum,?’ sehingga penulis dapat membangun
suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memecahkan isu

yang diangkat.

82

% Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019, him.

27 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara Barat: Mataram University

Press, 2020, him. 57.
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c. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus yang digunakan pada penelitian normatif mempunyai
tujuan untuk mempelajari implementasi atas norma atau kaidah hukum
pada praktik hukum. Terutama menyangkut atas banyaknya kasus yang
sebagaimana telah diputuskan dan dapat dilihat pada yurisprudensi atas
sengketa yang dijakdikan sebagai fokus penelitian.?® Mengenai kasus yang
diteliti oleh penulis dalam penulisan skrips ini, ialah kasus pada Putusan
Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161/K/Ag/2022 mengenai pembagian
harta warisan yang belum dibagi, yang kemudian pembagiannya
ditetapkan oleh Hakim. Pembagian harta waris atas Putusan Hakim
tersebut penulis analisis menggunakan Hukum Islam.
3. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum merupakan segala hal yang dapat digunakan dan
diperlukan dengan tujuan melakukan analisis terhadap hukum yang berlaku.
Pada penelitian ini data kepustakaan dijadikan sebagai pijakan.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum Primer merupakan aturan tertulis yang ditegakkan oleh
negara, dapat ditemukan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, Undang-undang yang diberlakukan oleh negara.?® Adapun

bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah:

28 Suhaimi, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”,
Jurnal YUSTITIA, Vol. 19, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Pamekasan
Jawa Timur, Tahun 2018, him. 209.

29 Kornelius Benuf, dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer ”, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi
I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2020, him. 26.
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1. Al-Quran dan Hadits
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4611.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun
1847 tentang Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
5. Putusan Kasasi Mahkamah Agusng Nomor 161/K/Ag/2022
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang tidak
memiliki kekuatan, dan bersifat serta mempunyai fungsi sebagai penjelas dari
bahan hukum primer.®® Dalam penulisan tugas akhir ini, adapun bahan hukum
sekunder yang digunakan ialah terdiri atas : Buku-buku di bidang ilmu
hukum, jurnal-jurnal ilmu hukum, serta Putusan Hakim yang berhubungan
dengan penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

%0 Nitaria Angkasa, dkk, Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar,
Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019, him. 57
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sekunder,3 bahan hukum tersier ini dapat berasal dari ensiklopedia, kamus,
koran, majalah, dan internet yang mempunyai hubungan dengan masalah
yang sedang diteliti.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik
pengumpulan bahan menggunakan Studi Kepustakaan (library research) yang
pelaksanaannya dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-
undnagan, mempelajari bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-
sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam penelitian.
5. Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu
pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan
berkembang dalam masyarakat. Dilakukan dengan menggunaka kalimat yang
logis, efektif dan efesien agar dapat memudahkan dalam penelitian ini. %
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum normatif
seringkali kesimpulannya menggunakan metode deduktif. Metode deduktif
merupakan metode yang menarik sebuah kesimpulan dari suatu permasalahan

yang sifatnya umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.®

31 Derita Prapti Rahayu, dan Sulaiman, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: Thafa
Media, 2020, him. 83-84.

%2 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, him. 105.

33 Muhaimin, Op.Cit., him. 71
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